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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penemuan dan analisis peneliti, maka penelitian ini 
menghasilkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Koordinasi Gugus Tugas 
Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kota Padang sudah 
berjalan maksimal.Hal itu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan yang dikutip dalam Sandy 
Risdyandy seperti kesatuan tindakan, komunikasi, dan pembagian kerja.Adapun 
hasil penelitian ini dilaksanakan berdasarkan temuan dan data penelitian. Dilihat 
dari beberapa variable yaitu sebagai berikut : 
1. Kesatuan Tindakan pada Program Kota Layak Anak sudah dilakukan 
dengan baik, mulai dari sudah di aturnya jadwal dan waktu yang jelas 
dari awal hingga rencana tindak lanjut program. Serta Pemerintah Kota 
Padang membentuk kelompok kerja guna dapat berkoordinasi dalam 
melaksakan pemenuhan hak maka dikelurakan Surat Keputusan 
Walikota Padang Nomor 116 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Kota 
Layak Anak yang di dalamnya terdapat aktor lintas sektor yang akan 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan indicator pelaksanaan yang telah 
ditentukan. 
2. Komunikasi berjalan cukup baik terbukti dengan sering diadakannya 
pertemuan langsung serta berkomunikasi melalui media elektronik, 
namun masih terdapat kendala yaitu pada saat komunikan (penerima 
pesan) yang terdiri dari berbagai OPD tidak mengerti mengenai 
pembahasan yang disampaikan pada saat rapat sehingga masih ada 
ditemukan beberapa dari pihak OPD yang tidak tahu mengenai isi 
rapat di karenakan kehadiran dari perwakilan OPD yang tidak tetap 
setiap kali menghadiri rapat.  
3. Pembagian Kerja sudah berjalan baik dengan ditandai masing-masing 
OPD sudah mengetahui tugas dan fungsi mereka serta sudah 
melakukan kegiatan sesuai bidangnya sehingga tidak terjadinya 
tumpang tindih kegiatan dan tidak adanya peran ganda dalam 
pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan hak anak melalui Program 
Kota Layak Anak. 
1.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait 
Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak 
di Kota Padang, ada beberapa saran agar kegiatan ini menjadi lebih efektif dan 
berjalan lebih baik, yaitu : 
1. Bagi Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang 
diharapkan dalam melaksanakan program Kota Layak Anakini secra 
rutin dan berkesinambungan agar tujuan dan manfaat program ini terus 
dirasakan oleh anak.  
2. Sedangkan untuk dinas/instansi terkait yang turut serta berkontribusi 
sebagai pendukung pelaksanaan Program Kota Layak Anak ini agar 
menjalin kerjasama dan komitmen yang baik dengan pihak Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana selaku leading sector dari Program 
Kota Layak Anak untuk memberikan perlindungan  terhadap hak-hak 
anak.  
3. Dibutuhkan keseriusan dan kesadaran dari masing-masing instansi 
yang terlibat dengan cara tidak menganggap bahwa program ini 
hanyalah milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, karena ini 
adalah program lintas sektoral diharapkan semua instansi yang terlibat 
memiliki keseriusan yang sama demi tercapainya pemenuhan hak-hak 
anak di Kota Padang. 
4. Koordinasi antar sesama pihak harus lebih ditingkatkan lagi agar 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak anak melalui Program Kota Layak Anak ini dapat 
berjalan lebih sistematik.  
5. Perwakilan dari gugus tugas yang terlibat sebaiknya tidak berganti-
ganti sehingga hasil rapat yang sebelumnyadapat tercapai dengan baik 
dan sehingga tidak terjadi tumpang tindih informasi. 
6. Harus saling menjaga kerjasama dan komunikasi yang dapat 
memudahkan pertukaran informasi dalam hubungan timbal balik untuk 
mencapai tujuan pemenuhan hak- hak anak di Kota Padang.  
7. Pihak OPD yang tergabung dalm Gugus Tugas Kota Layak Anak yang 
telah dibentuk seharusnya dapat menyampaikan informasi kepada 
OPD masing-masing terkait pembahasan apa saja yang dibahas di 
dalam rapat serta memahami semua indikator yang harus dicapai. 
 
